Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR /3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 586/BPKAD/2012 tentang Evaluasi
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
Anggaran 2012;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

15.
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17.

18.
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20.

21.

22.

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor
2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 9);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Rukun
Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 837.272.053.341,74 (delapan ratus tiga
puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen)
bertambah sejumlah Rp. 32.073.578.638,- (tiga puluh dua milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam
ratus tiga puluh delapan) sehingga menjadi Rp. 869.345.631.979,74 (delapan ratus enam puluh sembilan milyar tiga ratus empat
puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen) dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 790.335.030.979,98
b. Bertambah /(berkurang) Rp. 32.073.578.638.00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 822.408.609.617,98
2. Belanja
a. Semula Rp. 837.272.053.341,74
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 32.073.578.638,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 869.345.631.979,74

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp. (46.937.022.361,76)



3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 47.937.022.361,76
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 47.937.022.361,76

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 46.937.022.361,76
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 57.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang] Rp. 1.903.525.000,00

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 58.903.525.000,00
b. Dana perimbangan

1) Semula Rp. 658.269.389.346,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.739.059.224,50

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 661.008.448.570,50
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 75.065.641.633,98

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 27.430.994.413,50

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 102.496.636.047,48



(3)

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 40.898.659.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 42.898.659.000,00
b. Retribusi daerah
1) Semula Rp. 7.251.341.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (96.475.000,00)
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 7.154.866.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula Rp. 8.850.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 8.850.000.000,00

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 41.948.953.346,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.739.059.224,50
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 44.688.012.570,50
b. Dana alokasi umum
1) Semula Rp. 535.464.386.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 535.464.386.000,00



c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 80.856.050.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 80.856.050.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 0,00
b. Dana Darurat
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 36.454.126.273,98
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 531.968.273,50
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 36.986.094.547,48
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Bantuan keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.341.500.000,00
Jumlah bantuan keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah
lainnya setelah Perubahan Rp. 8.341.500.000,00




f. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 37.611.515.360,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.557.526.140,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 57.169.041.500,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 402.930.290.713,74

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.154.271.938.00

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 413.084.562.651,74
b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 434.341.762.628,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.919.306.700,00

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 456.261.069.328,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 365.629.190.713,74

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.214.021.938.,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 373.843.212.651,74
b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 850.000.000,00

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 850.000.000,00
c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00



(3)

d. Belanja hibah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan

e. Belanja bantuan sosial
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan

f. Belanja bagi hasil
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan

g. Belanja bantuan keuangan
1} Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan

h. Belanja tidak terduga
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan

Rp. 9.615.000.000,00
Rp. 788.750.000,00
Rp.
Rp. 4.371.700.000,00
Rp. 30.000.000,00
Rp.
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp.
Rp. 23.114.400.000,00
Rp. 146.500.000,00
Rp.
Rp. 200.000.000,00
Rp. 125.000.000,00
Rp.

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai
1) Semula
2) Bertambah/({berkurang)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

b. Belanja barang dan jasa
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan

Rp.

Rp. 30.001.160.200,00
Rp. 4.255.986.500,00
Rp. 156.139.262.514,00
Rp. 8.559.791.756,00

Rp.

10.403.750.000,00

4.401.700.000,00

0,00

23.260.900.000,00

325.000.000,00

34.257.146.700,00

164.699.054.270,00



(1)

(2)

c. Belanja modal

1) Semula Rp. 248.201.339.914,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.103.528.444,00

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 257.304.868.358,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 47.937.022.361,76

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 47.937.022.361,76
b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp. 17.937.022.361,76

2) Bertambah/{berkurang) Rp. 0,00

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 17.937.022.361,76
b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00




(3)

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1) Semula Rp. 30.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp.30.000.000.000,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2} Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp 0,00




Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a K L b=

© ® N O

11.

12.

13.
14.

Lampiran I
Lampiran II
Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI.1

Lampiran XI.2

Lampiran XII
Lampiran XIII

Ringkasan Perubahan APBD;
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan,;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini,

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



Pasal 6
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Di tetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 - 0 - 201

PATI KUBU |RAYA,

Diendangkan di Sungai Raya
padatanggal... 4.2...10.-. 2O(3
SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN KIUBU RAYA




